BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab
rumusan masalah yang ada, maka Kesimpulan yang diambil dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDikti
Wilayah V sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan distribusi
berjalan dengan berdasarkan Persesjen Kemendikbudristek No. 13
Tahun 2023. Pelaksanaan distribusi diawali dengan tahapan
penerimaan kuota yang ditetapkan oleh Puslapdik selaku
penyelenggara pusat kepada LLDikti Wilayah V. Kemudian oleh
LLDikti Wilayah V diberitahukan kepada Perguruan Tinggi yang
berada di wilayah lingkungan kerja LLDikti Wilayah V
menggunakan surat edaran resmi untuk menentukan Perguruan
Tinggi yang bersedia menjadi penyelenggara dalam periode tersebut.
Setelah PT memberikan surat kesanggupan beserta pakta integritas,
LLDikti Wilayah V akan kembali memproses persyaratan yang telah
ditetapkan dan memberikan surat edaran resmi untuk penyebaran
kuota KIP-K di masing-masing PT. Setelah itu, PT akan melakukan
penyeleksian yang mana penyeleksian tersebut akan kembali

diproses oleh LLDikti Wilayah V. Setelah melakukan penyeleksian
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dan pencairan dana, LLDikti Wilayah V tetap akan melakukan
sosialisasi, pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan

pendistribusian KIP-K.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
distribusi KIP-K adalah:

a. Faktor pendukung: adanya dukungan dari pusat, dalam hal ini
adalah Puslapdik selaku penyelenggara dan pemberi kuota dari
Pusat; adanya dukungan dari PTS sendiri, yang mana dalam
pelaksanaannya dibutuhkan penyelenggara untuk
menghubungkannya ke mahasiswa/i calon penerima KIP-K
dan penyeleksi yang pertama; sistem dan verifikasi yang
memadai, digunakan untuk kelengkapan data sebagai syarat
utama dalam penentuan penerima KIP-K.

b. Faktor penghambat: jumlah kuota yang tidak menentu dan
tidak pasti setiap tahun atau periodenya, sehingga tidak dapat
mengakomodir kebutuhan kuota yang dibutuhkan oleh
masing-masing PTS. Selain jumlah kuota yang tidak menentu,
terkadang sistem juga dapat menghambat proses, entah karena
kelalaian untuk pembaharuan data PT itu sendiri atau
mahasiswa/i baik calon maupun penerima yang lanjut

menerima KIP-K.
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Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan

diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini:

1.

Kepada Pemerintah Pusat maupun LLDikti Wilayah V.

Adanya kebijakan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu
Indonesia Pintar Kuliah yang sampai saat ini disebut dengan KIP
Kuliah Merdeka dapat dianggap sebagai perwujudan dari tindakan
yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional
dalam bidang pendidikan. Adanya bantuan sosial ini dapat
membantu penyamarataan kesempatan dalam askes pendidikan bagi
anak-anak Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan ini
diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, namun dalam
pelaksanaannya diperbaiki, baik dari sistem yang digunakan maupun
dalam penyeleksian maupun pemantauan. Kerjasama antar
penyelenggara, baik dari pusat maupun daerah juga patut tetap
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan yang diberikan
dapat maksimal. Tak hanya mengenai sistem -penyempurnaan tahap
yang perlu diperbaiki agar baik dari PTS maupun mahasiswa dapat
mengerti, namun dari segi regulasi juga perlu untuk diperbaiki dan
disempurnakan agar tidak memberikan celah adanya penyimpangan

aturan.
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2. Kepada Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi sebagai penyelenggara “yang berhubungan
langsung” dengan mahasiswa/i, baik calon maupun yang lanjut
menjadi penerima seharusnya lebih baik lagi. Kerjasama dengan
pihak pemerintah juga patut dilaksanakan dengan baik. Penyeleksian
maupun pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh
Perguruan Tingginya sendiri maupun oleh mahasiswa/i calon
penerima juga sepatutnya diperhatikan dengan lebih baik agar

pendistribusiannya dapat berjalan dengan tepat.
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Nama : Gabriella Dame Octavia Girsang
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Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tempat Penelitian ~ : LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
Dosen Pembimbing I : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan
Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya sesuai dengan kaidah akademik yang telah ditentukan;

2. Tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta;

3. Melaporkan hasil penelitian ke LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
——

Setyabudi Indartono

NIP. 197207202003121001
Tembusan:
Peneliti yang bersangkutan.
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Menyusuli surat kami Nomor: 1621/LLS/LP.01.01/2024 tanggal 18 April 2024 perihal
Kesediaan sebagai Penyelenggara Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 serta
memperhatikan usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2024 yang telah Saudara sampaikan, dengan
hormat kami beritahukan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V telah
menetapkan kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah
V yang kami sampaikan pada lampiran | surat ini.

Berdasarkan Persesjen Nomor 13 tahun 2023 bahwa akreditasi prodi merupakan syarat wajib
dalam penyelenggaraan program KIP Kuliah, sehingga berkaitan dengan hal tersebut kami
himbau kepada PTS agar memperhatikan masa berlaku akreditasi dalam mengalokasikan kuota
pada masing-masing prodi. Sebagai informasi proses penetapan usulan mahasiswa hingga
pencairan dana bantuan dilakukan sekitar bulan Juli s.d Oktober 2024 sehingga bagi prodi yang
masa berlaku akreditasinya pada rentang bulan dimaksud sudah tidak berlaku dan belum
memperoleh perpanjangan otomatis maupun reakreditasi, dimohon untuk tidak
menerima mahasiswa Program KIP Kuliah agar tidak terjadi kendala dalam penetapan
hingga pencairan dana bantuan.

Terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sebagai

berikut:

1. Melakukan seleksi calon mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024
sesuai dengan pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 dan Persesjen Nomor
13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

2. Mencalonkan dan menetapkan mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka
Tahun 2024 pada SIM KIP Kuliah di laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/sim/auth/login sesuai dengan alokasi kuota yang dimiliki masing-
masing PTS;

3. Dalam menetapkan calon mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah, PTS
diharapkan memprioritaskan sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah;
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b. Berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

c. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3
(tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan

e. Bagi Mahasiswa yang tidak memiliki kriteria pada nomor 3 point a sampai dengan d,
PTS dapat menetapkan calon mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka
Tahun 2023 dengan persyaratan miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan:

- Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,-
setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah
anggota keluarga paling banyak Rp750.000,- dan

- Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat
desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan
miskin atau tidak mampu.

4. Dalam hal PTS menetapkan calon mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka
berdasarkan pada kriteria nomor 3 poin e maka:

a. Prosentase mahasiswa yang diterima maksimal 10% dari kuota yang dimiliki oleh PTS;

b. Pimpinan PTS wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa
calon mahasiswa tersebut benar-benar dinyatakan layak sebagai penerima KIP Kuliah
Merdeka Tahun 2023 pada masing-masing PTS;

c. Mengunggah dokumen surat keterangan penghasilan orang tua atau Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) pada akun KIP  Kuliah  mahasiswa> >detail
informasi > >ekonomi> >dokumen pendukung keadaan ekonomi.

5. PTS wajib mengisi data Laporan UKT Tahun 2024 pada laman https:/kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/sim/auth/login _pada menu laporan UKT Prodi PT yang
penghitungannya berdasarkan pada tata cara penghitungan UKT Rataan tahun 2023
(pendampingan oleh Puslapdik);

Selanjutnya demi kelancaran proses pengajuan pencairan dana bantuan, PTS agar mengirimkan

data dukung Program KIP Kuliah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. SK Pengelola KIP Kuliah pada masing-masing PTS yang ditetapkan oleh Pimpinan PTS
dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Anggota dan Operator
(format menyesuaikan masing-masing PTS mengacu pada Persesjen Nomor 13 Tahun 2023);

2. Berita Acara seleksi dan penetapan usulan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Tahun
2024 (format menyesuaikan masing-masing PTS);

3. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta tentang usulan mahasiswa yang
ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 sesuai format pada
lampiran 2;

4. Data mahasiswa yang diusulkan sebagai penerima Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024
untuk pembukaan rekening tabungan sesuai format pada lampiran 3;

5. Kertas Kerja UKT Rataan Biaya Pendidikan Tahun 2024 untuk program studi yang
menyelenggarakan Program KIP Kuliah sesuai format pada lampiran 4;

Catatar :

Balai
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6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS
(bermaterai) sesuai format pada lampiran 5;

7. Surat pernyataan mahasiswa (bermaterai) sebagai mahasiswa penerima PIP sesuai format
pada lampiran 6;

8. Surat persetujuan orang tua/wali penerima Program KIP Kuliah Tahun 2024 (format
menyesuaikan masing-masing PTS);

9. Surat pernyataan pimpinan PTS (bermaterai) untuk calon mahasiswa penerima Program KIP
Kuliah yang ditetapkan dengan persyaratan surat keterangan penghasilan orang tua dan atau
SKTM;

10. Data dukung tersebut pada nomor | s.d 9 dapat disampaikan ke LLDikti Wilayah V
selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui tautan

https:/bit.ly/usulan_kipk2024 lldikti5.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

tyabu Indartono
NIP 197207202003121001

Catatar :

Balai
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LAMPIRAN 1

Surat Nomor: 2440/LL5/LP.01.01/2024

Tanggal :12 Juni 2024

Perihal : Penetapan Kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024

KUOTA KIP KULIAH MERDEKA TAHUN 2024
BAGI PTS DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH V

Kuota
No Nama PTS A B C Total
1 |Universitas Islam Indonesia 22 3 2 27
2 |Universitas Sarjanawiyata T iswa 64 24 13 101
3 [Universitas Janabadra 10 38 0 48
4 [Universitas Proklamasi 45 0 18 24 42
5 |Universitas Atma Jaya Yogyakarta 29 11 0 40
6 |Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14 7 0 21
7 [Universitas Widya Mataram 0 28 7 35
8 [Universitas Kristen I 1 0 25 5 30
9 |Universitas Kristen Duta Wacana 14 21 5 40
10 [Universitas Sanata Dharma 55 37 10 102
11 |Universitas Ahmad Dahlan 26 68 8 102
12 [Universitas PGRI Yogyakarta 12 32 44 88
13 |Universitas Gunung Kidul 0 0 30 30
14 |Universitas Teknologi Yogyakarta 36 40 7l 83
15 [Universitas Mercu Buana Yogyakarta 36 12 3 53
16 |Universitas Respati Y ogyakarta 0 36 10 46
17 _[Universitas Alma Ata 43 47 11 101
18 [Universitas Aisyiyah Yogyakarta 13 42 0 55
19 |Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 0 12 43 55
20 [Universitas Amikom Yogyakarta 18 14 12 44
21 [Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 14 0 56 70
22 |Universitas Mahakarya Asia 0 10 28 38
23 [Universitas Siber Muhammadiyah 0 0 10 10
24 |Universitas Teknologi Digital Indonesia 0 19 35 54
25 [Universitas AKPRIND Indonesia S 28 0 33
26 |IKIP PGRI Wates 0 45 0 45
27 |Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta 0 25 7 B2
28 |Institut Pertanian Stiper 16 24 0 40
29 |Institut Teknologi Yogyakarta 0 5 32 37
30 |Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 0 35 5 40
31 |Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto 0 35 0 35
32 [Stikip Catur Sakti 0 10 0 10
33 [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 20 20 0 40
34 [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 0 30 0 30
35 [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana 0 20 12 32
36 [Sekolah Tinggi Pembangi Masyarakat Desa APMD 8 17 0 25
37 |Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI 0 30 0 30
38 |Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP 0 15 10 25
39 |Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda 0 . 23 30
40 |Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan 0 5 0 5
41 |Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN 0 32 0 32
42 |Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 8 11 7 26
43 |Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Api 0 30 0 30
44 |Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta 0 19 11 30
45 |STMIK El Rahma 0 22 0 22
46 [Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta 0 25 0 25

Catatan :
Balal
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Kuota
No Nama PTS A B C Total
47 [Sekolah Tinggi Ilmu M YKPN Yogyakarta 0 30 0 30
48 |Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Y ogyakarta 32 0 0 32
49 |Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia 0 22 0 22
50 [STIKES Yogyakarta 0 16 0 16
51 [STIKES Guna Bangsa Yogyakarta 0 21 0 21
52 |STIKES AL-Islam Yogyakarta 0 21 0 21
53 |Sekolah Tinggi [lmu Kesehatan Madani 0 10 0 10
54 |Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta 3 S 0 8
55 |Sekolah Tinggi Ilmu Keseh Akbidyo 6 0 15 21
56 [Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta 0 0 19 19
57 _[Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta 0 10 10 20
58 |Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa 0 10 13 23
59 |Sekolah Tinggi Ilmu Keseh Bantul 0 0 10 10
60 |Akademi Kesejahteraan Sosial AKK 0 15 0 15
61 [Akademi Peternakan Brahmaputra 0 13 0 13
62 |Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera 0 0 12 12
63 [Akademi Pertanian Yogyakarta 0 15 0 15
64 |ASM Marsudirini Santa Maria 0 32 0 32
65 |Akademi Pariwisata Indraprasta 0 15 0 15
66 [Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta 0 0 12 12
67 |Akademi Pariwisata Yogyakarta 0 26 0 26
68 [Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti 0 15 0 15
69 [Akademi Pariwisata Stipary 0 0 2 22
70 |Akademi Komunikasi Radya Bi 0 20 0 20
71_|Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta 0 31 0 3l
72 |Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta 0 13 0 13
73 [Politeknik API Yogyakarta 0 12 12 24
74 |Politeknik LPP Yogyakarta 0 19 15 34
75 _|Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 0 10 0 10
76 |Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta 0 15 5 20
77 _|Politeknik Keseh Karya Husada Yogyakarta 9 6 6 21
78 _[Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah 0 13 0 13
79 _[Politeknik YKPN 19 0 19 38
80 |Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta 0 0 20 20
TOTAL 532 1449 662 2643
Setyabudi Indartono
Catatan :
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